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Abstrak

Dalam era demokrasi digital, hoaks pemilu menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi,
terutama di kalangan pemilih digital native. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat
kewaspadaan pemilih digital native di Kota Pariaman terhadap hoaks pemilu serta menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan pendekatan kuantitatif berbasis survei. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kewaspadaan pemilih masih rendah, dengan hanya 15%
responden yang secara aktif memverifikasi informasi, sementara mayoritas (60%) jarang atau tidak
pernah mengecek kebenaran berita yang mereka terima. Selain itu, sebagian besar pemilih digital
native lebih mengandalkan sumber yang kurang kredibel, seperti grup percakapan WhatsApp dan
media sosial, dalam mencari informasi politik. Temuan ini menegaskan bahwa literasi politik tidak
hanya mencakup pemahaman tentang sistem politik dan hak suara, tetapi juga keterampilan dalam
memilah informasi di ekosistem digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan
strategi literasi digital yang lebih komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi,
dan organisasi masyarakat sipil guna meningkatkan kesadaran kritis pemilih digital native dalam
mengidentifikasi informasi yang valid dan mencegah penyebaran disinformasi politik.

Kata Kunci: Disinformasi; Demokrasi Digital; Hoaks Pemilu; Literasi Politik.

Abstract

In the era of digital democracy, election hoaxes pose a serious threat to the quality of democracy,
especially among digital native voters. This study aims to measure the level of vigilance of digital
native voters in Pariaman City towards election hoaxes and analyze the factors that influence it
using a survey-based quantitative approach. The results show that voter vigilance is still low, with
only 15% of respondents actively verifying information, while the majority (60%) rarely or never
check the veracity of the news they receive. In addition, most digital native voters rely more on less
credible sources, such as WhatsApp conversation groups and social media, to find political
information. These findings confirm that political literacy includes not only an understanding of
the political system and voting rights, but also skills in sorting out information in an increasingly
complex digital ecosystem. Therefore, a more comprehensive digital literacy strategy is needed
through collaboration between the government, academics and civil society organizations to
increase the critical awareness of digital native voters in identifying valid information and
preventing the spread of political disinformation.
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Pendahuluan

Era digital telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi informasi
politik masyarakat. Kemudahan akses terhadap informasi melalui media sosial
memberikan peluang bagi pemilih untuk memperoleh informasi politik secara cepat dan
luas, sekaligus dengan mudah memberikan akses terhadap keterlibatan masyarakat
dalam diskusi dan partisipasi politik (Mascitti, 2024)). Di sisi lain, maraknya hoaks dan
disinformasi dalam pemilu menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi (Tandoc Jr
et al., 2020). Hoaks pemilu dapat mempengaruhi persepsi, preferensi, dan keputusan
pemilih, terutama bagi kelompok digital native yang menjadikan media sosial sebagai
sumber utama informasi politik (Guess et al., 2020).

Fenomena ini semakin diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung
memperkuat efek echo chamber dan filter bubble, di mana pengguna lebih sering
terpapar informasi yang sesuai dengan preferensi mereka dan jarang mendapat sudut
pandang yang berbeda (Iosifidis & Nicoli, 2020) Dalam konteks pemilu, kondisi ini
dapat meningkatkan polarisasi politik serta memperkuat bias informasi yang tidak selalu
berbasis fakta (Badrun, 2018). Rendahnya literasi digital dan politik di kalangan pemilih
semakin memperburuk situasi, karena banyak individu yang tidak memiliki
keterampilan untuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi (Fernandes et al., 2022)

Dalam perkembangan terakhir Indonesia, penyebaran informasi politik yang
menyesatkan sering kali meningkat secara signifikan menjelang pemilu, menciptakan
tantangan besar bagi ckosistem demokrasi yang sehat. Studi yang dilakukan oleh
Iskandar (Iskandar & Faozi, 2025) menunjukkan bahwa platform digital seperti
Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter (X) menjadi saluran utama
penyebaran hoaks politik. Pola distribusi informasi di media sosial yang bersifat cepat
dan luas membuat misinformasi lebih mudah menyebar dibandingkan dengan
klarifikasi yang valid. Selain itu, algoritma media sosial yang dirancang untuk
mempertahankan keterlibatan pengguna sering kali memperkuat echo chamber, di
mana individu cenderung menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka
tanpa verifikasi yang memadai (Weiss & Zoorob, 2021) .

Fenomena ini semakin kompleks ketika pemilih tidak memiliki literasi politik
yang cukup untuk membedakan antara informasi yang valid dan hoaks. Literasi politik,

yang mencakup pemahaman terhadap proses politik, kemampuan berpikir kritis, serta
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keterampilan verifikasi informasi, menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan
masyarakat terhadap hoaks pemilu (Kozyreva et al., 2020). Kurangnya literasi politik
dapat membuat pemilih lebih rentan terhadap manipulasi informasi yang dapat
memengaruhi preferensi dan keputusan politik mereka (Fyfe, 2007). Oleh karena itu,
diperlukan upaya edukasi yang lebih masif dan sistematis, baik melalui lembaga
pendidikan formal maupun program sosialisasi berbasis komunitas, guna meningkatkan
daya kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang semakin kompleks di era
digital.

Penelitian mengenai hoaks dalam pemilu telah banyak dikaji dalam berbagai
penelitian sebelumnya. Sebagian besar kajian masih berfokus pada persebaran hoaks
dalam skala nasional atau terbatas pada platform media sosial tertentu (Lim, 2023;
Tapsell, 2021). Beberapa penelitian menyoroti bagaimana hoaks politik mempengaruhi
perilaku pemilih dan kepercayaan terhadap sistem (Imawan, 2023; Kurniawan et al.,
2024; Nwagwu et al., 2022; Surjatmodjo et al., 2024). Selain itu, penelitian lain
menunjukkan bahwa hoaks lebih cepat menyebar dibandingkan dengan berita faktual,
terutama di lingkungan digital yang minim verifikasi (Aimeur et al., 2023). Namun,
kajian yang secara spesifik mengukur kewaspadaan pemilih digital native terhadap hoaks
pemilu di tingkat lokal masih sangat terbatas.

Kota Pariaman memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, mencapai
69,3%, menjadikannya kota dengan partisipasi tertinggi kedua di Sumatera Barat setelah
Kota Sawahlunto. Tingginya angka partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik
masyarakat yang relatif baik, tetapi belum tentu diiringi dengan tingkat literasi politik
yang memadai. Pemilih digital native, yang mengandalkan media sosial sebagai sumber
utama informasi politik, rentan terhadap misinformasi dan hoaks, terutama di tengah
algoritma media sosial yang memperkuat efek echo chamber dan filter bubble, di mana
individu lebih cenderung terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka
tanpa proses verifikasi yang kritis(Erickson, 2024; Interian et al., 2023). Studi
menunjukkan bahwa eksposur terhadap misinformasi politik dapat membentuk opini
yang keliru dan sulit dikoreksi, bahkan setelah diberikan klarifikasi(Lewandowsky & van
der Linden, 2021; Pantazi et al., 2021). Oleh karena itu, meneliti bagaimana pemilih di
Kota Pariaman memilah informasi politik menjadi penting untuk memahami tantangan
serta strategi dalam membangun ketahanan terhadap hoaks pemilu.

Selain itu, Kota Pariaman memiliki jaringan sosial yang kuat dalam komunitasnya,
yang dapat mempercepat penyebaran informasi politik, baik yang valid maupun yang

menyesatkan. Sebagai kota dengan infrastruktur digital yang berkembang, peningkatan
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penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, juga menjadi
taktor krusial dalam pola konsumsi informasi politik. Penelitian menunjukkan bahwa
meskipun digital native memiliki akses luas terhadap informasi, mereka tidak selalu
memiliki keterampilan literasi digital yang cukup untuk mengevaluasi kredibilitas
sumber (Bouaamri et al., 2024; Koskelainen et al., 2023; Oh et al., 2021; Yang et al.,
2021) Rendahnya literasi politik dapat membuat mereka lebih rentan terhadap
propaganda politik berbasis hoaks, yang dapat mempengaruhi preferensi pemilih dan
melemahkan kualitas demokrasi (Bringula et al., 2022; Karol¢ik et al., 2025).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengarahkan fokusnya pada Kota
Pariaman, yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Konteks ini menarik
karena tingginya partisipasi pemilih dapat menjadi indikasi kesadaran politik yang lebih
besar, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menyaring informasi politik yang
akurat. Di Kota Pariaman, pemilih digital native, yang terdiri dari pemilih pemula (17-
20 tahun), Generasi Z (21-25 tahun), dan Generasi Milenial (2640 tahun), mencakup
54,1% dari total pemilih (KPU, 2024). Secara teoritis, kelompok digital native memiliki
aksesibilitas yang tinggi terhadap internet dan teknologi informasi serta terbiasa
berinteraksi dengan berbagai sumber informasi digital dalam kesehariannya (Ben
Youssef et al., 2022; Wong et al., 2022) Namun, kemudahan akses ini tidak selalu
berbanding lurus dengan kemampuan dalam menyaring dan memverifikasi informasi
yang diterima, terutama dalam konteks politik dan pemilu. Tantangan utama bagi
pemilih digital native adalah membedakan antara informasi faktual dan hoaks, yang
sering kali dikemas dengan narasi persuasif dan tersebar luas di media sosial (Benaissa
Pedriza, 2021).

Berdarkan data diatas , penelitian ini lebih lanjut mengembangkan perspektif baru
dengan mengeksplorasi hubungan antara literasi politik dan kecenderungan pemilih
dalam melakukan verifikasi informasi yang mereka terima di media sosial. Dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kewaspadaan pemilih digital
native terhadap hoaks pemilu. Faktor-faktor ini mencakup tingkat literasi politik, pola
konsumsi informasi, serta mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh individu dalam
menilai kredibilitas suatu berita.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
memahami dinamika penyebaran informasi politik di tingkat lokal serta merumuskan
strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Selain itu,

temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu, akademisi,
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dan pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan edukasi pemilih yang lebih relevan
bagi generasi digital native. Dengan meningkatnya literasi politik dan kewaspadaan
terhadap disinformasi, diharapkan pemilih digital native dapat menjadi aktor yang lebih
kritis dan tangguh dalam menghadapi lanskap informasi politik yang semakin kompleks

di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk
mengukur tingkat kewaspadaan pemilih digital native terhadap hoaks pemilu di Kota
Pariaman. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang
disebarkan kepada responden yang dipilih secara acak. Penelitian ini juga menggunakan
teknik analisis deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi hubungan antara literasi
politik, pola konsumsi informasi, serta kecenderungan pemilih dalam melakukan
verifikasi terhadap informasi yang diterima.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilih di Kota Pariaman yang
berjumlah 72.660 orang berdasarkan data dari KPU (2024). Pengambilan sampel
dilakukan dengan metode random sampling untuk memastikan keterwakilan
proporsional dari masing-masing kategori usia. Berdasarkan perhitungan menggunakan
rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 4,9%, jumlah sampel
yang diambil adalah 400 responden.

Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan perangkat lunak
statistik untuk menguji hubungan antara variabel penelitian. Analisis akan mencakup
uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik statistik seperti uji regresi logistik
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kewaspadaan pemilih digital
native terhadap hoaks pemilu. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat
memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pemilih digital native di Kota
Pariaman menyikapi fenomena disinformasi politik serta memberikan rekomendasi

dalam upaya meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih muda..

Hasil dan Pembahasan
Tingkat Kewaspadaan Pemilih Digital Native terhadap Hoaks Pemilu

Di era digital, arus informasi yang cepat dan luas membawa konsekuensi besar
bagi proses demokrasi, terutama dalam konteks pemilu. Pemilih digital native, yang

terdiri dari generasi yang tumbuh dengan teknologi digital, memiliki akses yang luas
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terhadap informasi politik dari berbagai platform media sosial, situs berita daring, dan
aplikasi perpesanan instan(Kim & Yang, 2016). Namun, kemudahan akses ini juga
diiringi dengan tantangan berupa maraknya hoaks dan disinformasi yang dapat
memengaruhi persepsi serta keputusan politik pemilih (Rubio & Monteiro,
2023).Dalam konteks pemilu, hoaks sering digunakan sebagai alat propaganda politik
untuk memengaruhi opini publik, menciptakan polarisasi, atau bahkan menurunkan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Au et al., 2022).

Pemilih digital native diharapkan memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi
dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga lebih mampu menyaring informasi dan
membedakan fakta dari misinformasi(Guess & Munger, 2023). Namun, penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki keterampilan dalam
mengakses informasi secara daring, tidak semua memiliki kemampuan kritis yang cukup
untuk menilai kredibilitas sumber berita (Swart, 2023). Fenomena ini menjadi perhatian
utama dalam studi literasi politik di era digital, di mana kemampuan verifikasi informasi
menjadi aspek krusial dalam membangun kesadaran politik yang sehat (Abdullah et al.,
2021).

Dalam konteks Kota Pariaman, pemilih digital native memiliki proporsi yang
cukup besar dalam daftar pemilih tetap, mencapai 54,1% dari total pemilih (KPU, 2024).
Dengan dominasi kelompok usia ini, pemahaman terhadap pola konsumsi informasi
serta kewaspadaan mereka terhadap hoaks pemilu menjadi hal yang penting untuk
dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur sejauh mana pemilih digital native di
Kota Pariaman secara aktif memverifikasi informasi yang mereka peroleh terkait pemilu.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kewaspadaan pemilih digital native
terhadap hoaks pemilu masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka yang tidak
secara aktif melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diterima, baik melalui
pencarian di mesin pencari, sumber berita resmi, maupun sumber informasi lain yang
kredibel. Pembahasan lebih lanjut mengenai pola dan kecenderungan verifikasi

informasi oleh pemilih digital native di Kota Pariaman disajikan dalam bagian berikut.

Tabel 1. Frekuensi Pengecekan Kebenaran Informasi oleh Pemilih Digital Native

Frekuensi Mengecek Kebenaran Informasi Persentase (%)
Sering 15%
Jarang 38%
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Tidak Pernah 22%
Tidak Tahu 10%
Tidak Menjawab 2%

Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih digital native di Kota
Pariaman (60%) belum memiliki kebiasaan memverifikasi informasi yang mereka terima.
Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya
literasi digital dan politik berkontribusi terhadap rendahnya kewaspadaan terhadap
hoaks pemilu(Bulya & Izzati, 2024; Isnaini et al., 2025). Kurangnya keterampilan dalam
menilai kredibilitas informasi membuat pemilih lebih rentan terhadap manipulasi
informasi, terutama dalam konteks pemilu, di mana propaganda politik sering kali
dikemas dalam bentuk misinformasi yang menarik dan mudah tersebar (Pareek &
Goncalves, 2024).

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun pemilih digital native
memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi, mereka cenderung bergantung
pada media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai sumber utama informasi politik
(Newton, 2021). Hal ini berisiko tinggi karena media sosial sering menjadi sarana utama
penyebaran hoaks, terutama yang berkaitan dengan politik dan pemilu (Khalyubi &
Perdana, 2021). Temuan ini juga mengindikasikan bahwa pola konsumsi informasi yang
tidak selektif dapat memperbesar kemungkinan pemilih digital native menerima dan
mempercayai informasi yang belum diverifikasi.

Ketidakbiasaan dalam memverifikasi informasi ini dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor, termasuk keterbatasan pengetahuan mengenai metode pengecekan
fakta, rendahnya kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi, serta kecenderungan
untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan preferensi politik mereka (Foyet &
Child, 2024). Studi lain menunjukkan bahwa individu lebih cenderung mempercayai
informasi yang mendukung pandangan mereka sebelumnya, sebuah fenomena yang
dikenal sebagai confirmation bias(Caffrey et al., 2023). Dengan demikian, rendahnya
tingkat verifikasi informasi dalam kelompok pemilih digital native bukan hanya sekadar
persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial.

Sumber Verifikasi Informasi Pemilih Digital Native

Selain mengukur frekuensi pengecekan kebenaran informasi, survei ini juga
meneliti sumber yang digunakan pemilih digital native dalam melakukan verifikasi
informasi. Data ini penting karena menunjukkan sejauh mana pemilih menggunakan
sumber yang kredibel dalam memastikan keabsahan berita yang mereka terima. Dalam

era digital, akses terhadap berbagai sumber informasi semakin luas, namun tidak semua

Jurnal Kajian Sosial Humaniora



ISSN: 3064-0318
178

sumber memiliki tingkat kredibilitas yang sama (Raleigh et al., 2023). Oleh karena itu,

memahami pola preferensi pemilih dalam memilih sumber verifikasi dapat memberikan

wawasan tentang efektivitas upaya literasi politik dan digital dalam meningkatkan

kewaspadaan terhadap hoaks pemilu. Tabel 2 menunjukkan berbagai sumber yang

digunakan pemilih digital native dalam mengecek kebenaran informasi terkait pemilu.
Tabel 2. Sumber Verifikasi Informasi oleh Pemilih Digital Native

Sumber Selal Kada Tida Tid Tid
Verifikasi u (%) ng-kadang  k Pernah ak Tahu ak
Informasi (%) (%) (%) Menjawa

b (%)

Google 9,38 31,41 37,6 5,1 0,9

% % 6% 6% 4%
Teman 12,3 39,06 28,1 4,0 0,6
4% % 3% 6% 3%

Grup 3,75 16,09 57,8 4,8 1,5
WhatsApp % % 1% 4% 6%

Portal 9,22 18,28 48,7 5,9 1,8
Berita ~ Online % % 5% 4% 8%
Resmi

Situs 5,31 13,59 58,2 5,6 1,4
Resmi % % 8% 3% 1%
Pemerintah

Majalah/S 2,97 15,78 58,2 S,4 1,2
urat Kabar % % 8% 7% 5%

Dari data di atas, terlihat bahwa hanya sebagian kecil responden yang secara akeif
memanfaatkan mesin pencari seperti Google (9,38%) atau situs berita resmi (9,22%)
dalam memverifikasi informasi yang mereka terima. Sebaliknya, mayoritas pemilih
cenderung mengandalkan teman (12,34%) yang sering kali menjadi jalur utama
penyebaran hoaks politik (Andriyendi et al., 2023). Ketergantungan pada jaringan sosial
pribadi sebagai sumber verifikasi informasi dapat menjadi masalah, mengingat informasi
yang disebarkan dalam lingkaran sosial sering kali bersifat bias dan kurang diverifikasi
secara faktual (Majerczak & Strzelecki, 2022; Waruwu et al., 2021).

Rendahnya pemanfaatan sumber informasi yang kredibel juga terlihat dalam
minimnya penggunaan situs resmi pemerintah (5,31%) dan media cetak seperti surat

kabar atau majalah (2,97%). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi
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informasi dari media tradisional ke media digital yang lebih interaktif namun memiliki
risiko penyebaran misinformasi yang lebih tinggi (Caled & Silva, 2022). Penelitian
sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa generasi digital native lebih cenderung
mengakses berita melalui media sosial daripada melalui sumber berita tradisional, yang
sering kali memiliki standar jurnalistik yang lebih ketat (Sixto-Garcia et al., 2023).

Ketidakpercayaan terhadap media arus utama dan institusi pemerintah juga dapat
menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan sumber resmi dalam
verifikasi informasi. Dalam konteks politik, kepercayaan publik terhadap media dan
pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan konsumsi
informasi pemilih (Hutchens et al., 2021).Jika pemilih merasa bahwa media atau
pemerintah memiliki agenda tertentu, mereka mungkin lebih memilih untuk
mengandalkan sumber informasi alternatif yang belum tentu memiliki standar verifikasi
yang ketat (Kington et al.,, 2021).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pemilih digital native
memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi, mereka belum secara optimal
memanfaatkan sumber yang kredibel dalam memverifikasi kebenaran berita politik.
Rendahnya kebiasaan melakukan verifikasi informasi ini mengindikasikan bahwa masih
terdapat kesenjangan antara akses informasi dan literasi digital yang dimiliki oleh pemilih
muda. Padahal, dalam ekosistem informasi yang semakin kompleks dan penuh dengan
disinformasi, kemampuan untuk memilah dan memverifikasi berita menjadi
keterampilan yang sangat krusial dalam menjaga kualitas demokrasi (D’Andrea et al.,
2025; Horowitz et al., 2022).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan kesadaran
akan pentingnya verifikasi informasi. Program literasi digital yang lebih komprehensif
harus dirancang agar tidak hanya memberikan pemahaman dasar tentang bahaya hoaks,
tetapi juga membekali pemilih dengan keterampilan praktis dalam menilai kredibilitas
sumber informasi(Steinfeld, 2023). Kolaborasi antara pemerintah, media, dan lembaga
pendidikan menjadi kunci dalam memastikan bahwa informasi yang valid dan
terpercaya dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pemerintah dapat berperan dalam
membangun regulasi yang memperketat penyebaran berita palsu, sementara media
harus lebih proaktif dalam menyediakan konten yang akurat dan mudah dipahami. Di
sisi lain, lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan pola pikir
kritis sejak dini agar generasi muda lebih terbiasa dalam memverifikasi informasi sebelum
mempercayainya atau menyebarkannya (Vargas & Saetermoe, 2024).

Implikasi terhadap Literasi Politik dan Demokrasi Digital
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Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting terhadap literasi politik
di era demokrasi digital. Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi adanya kelemahan
dalam kewaspadaan pemilih terhadap hoaks pemilu, tetapi juga menyoroti aspek-aspek
yang perlu diperbaiki dalam sistem edukasi politik dan literasi digital di Indonesia.
Pertama, rendahnya kebiasaan memverifikasi informasi menunjukkan bahwa banyak
pemilih digital native belum memiliki kesadaran yang cukup terhadap bahaya hoaks
pemilu. Fenomena ini dapat berdampak signifikan pada kualitas partisipasi politik,
mengingat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak akurat berpotensi
mempengaruhi dinamika demokrasi secara lebih luas(Helbing et al., 2023). Pemilih yang
kurang waspada terhadap misinformasi cenderung lebih mudah terpengaruh oleh narasi
politik yang menyesatkan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada polarisasi opini
publik dan penurunan kepercayaan terhadap proses demokrasi (Chambers, 2021).Oleh
karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun
kesadaran kritis terhadap misinformasi politik, termasuk melalui pendidikan formal dan
kampanye literasi digital yang efektif.

Kedua, minimnya penggunaan sumber kredibel dalam verifikasi informasi
menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai pentingnya mencari informasi
dari portal berita terpercaya dan situs resmi pemerintah. Studi sebelumnya menegaskan
bahwa peningkatan literasi politik dapat membantu pemilih memilah informasi dengan
lebih baik dan mencegah penyebaran hoaks (Bringula et al., 2022). Kurangnya kebiasaan
memverifikasi informasi di sumber yang kredibel dapat dikaitkan dengan faktor
kepercayaan publik terhadap institusi media dan pemerintah. Studi Kalogeropoulos et
al., (2021) mencatat bahwa erosi kepercayaan terhadap media arus utama dapat
mendorong masyarakat untuk beralih ke sumber informasi alternatif yang sering kali
kurang terverifikasi. Oleh karena itu, strategi edukasi yang menekankan pentingnya
literasi media dan kemampuan berpikir kritis harus menjadi prioritas dalam upaya
peningkatan literasi politik di kalangan pemilih muda.

Ketiga, peran media sosial dan grup percakapan seperti WhatsApp dalam
penyebaran informasi politik menjadi tantangan tersendiri. Studi Sampat & Raj, (2022)
menunjukkan bahwa berita palsu lebih cepat menyebar dibandingkan berita benar,
terutama dalam platform yang berbasis interaksi sosial seperti WhatsApp dan Facebook.
Hoaks yang tersebar di media sosial sering kali dirancang untuk menarik emosi dan
memanipulasi opini publik dengan narasi yang provokatif(Bilro et al., 2022; Dwivedi et
al., 2023). Dalam konteks ini, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran

kritis pemilih digital native terhadap informasi yang mereka konsumsi di media sosial.
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Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penguatan mekanisme fact-
checking serta peningkatan literasi digital berbasis komunitas, di mana individu
diajarkan untuk secara aktif memeriksa keabsahan berita sebelum menyebarkannya.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa dalam era demokrasi digital, literasi
politik tidak bisa hanya berfokus pada pemahaman dasar tentang sistem politik dan hak
suara, tetapi juga harus mencakup keterampilan dalam menavigasi ekosistem informasi
yang semakin kompleks. Kemampuan memilah informasi yang kredibel, memahami
bias media, serta mengenali strategi manipulasi informasi menjadi keterampilan esensial
bagi pemilih digital native agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan disinformasi
yang dapat mengganggu proses demokrasi (Dame Adjin-Tettey, 2022).

Dalam konteks ini, upaya literasi politik harus dilakukan secara lebih
komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai aktor strategis.
Pemerintah, akademisi, media, serta organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam
merancang kebijakan dan program edukasi yang lebih adaptif dengan pola konsumsi
informasi generasi digital native. Kurikulum pendidikan, misalnya, perlu memasukkan
materi literasi digital yang membekali siswa dengan keterampilan kritis dalam menilai
informasi politik di media sosial. Selain itu, platform media sosial juga harus berperan
aktif dalam menyaring dan menandai informasi yang menyesatkan, sebagaimana
diusulkan dalam berbagai penelitian tentang mitigasi hoaks(Sallami & Aimeur, 2025).

Literasi politik dalam era digital juga harus mempertimbangkan dinamika
interaksi sosial di ruang digital. Generasi digital native tidak hanya menjadi konsumen
informasi tetapi juga produsen dan distributor informasi melalui media sosial dan
platform daring lainnya. Oleh karena itu, edukasi politik tidak cukup hanya berfokus
pada kesadaran individu, tetapi juga harus membangun tanggung jawab kolektif dalam
menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Kampanye edukasi berbasis komunitas,
pelatihan jurnalistik warga, serta kolaborasi dengan influencer digital dapat menjadi
strategi yang efektif dalam menanamkan budaya verifikasi informasi sebelum
menyebarkannya.

Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, diharapkan generasi muda dapat
menjadi pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan tangguh dalam menghadapi disinformasi
politik. Mereka tidak hanya mampu membedakan informasi yang valid dan
menyesatkan tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi dengan
membangun ruang diskusi yang sehat dan berbasis fakta. Tanpa peningkatan literasi

politik yang memadai, generasi digital native berisiko menjadi sasaran utama manipulasi
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informasi yang dapat merusak integritas pemilu dan stabilitas demokrasi secara

keseluruhan (Danang Sa’adawisna & Bayu Karunia Putra, 2023)

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kewaspadaan pemilih digital
native di Kota Pariaman terhadap hoaks pemilu masih relatif rendah. Mayoritas
responden jarang atau bahkan tidak pernah melakukan verifikasi informasi, serta
cenderung mengandalkan sumber yang kurang kredibel dalam mengecek kebenaran
informasi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi politik digital masih perlu
ditingkatkan agar generasi digital native dapat lebih kritis dalam memilah informasi yang
mereka konsumsi.

Temuan ini menegaskan bahwa dalam era demokrasi digital, literasi politik tidak
hanya mencakup pemahaman tentang sistem politik dan hak suara, tetapi juga harus
melibatkan keterampilan dalam menavigasi ekosistem informasi yang semakin
kompleks. Rendahnya kebiasaan memverifikasi informasi serta dominasi media sosial
sebagai sumber utama informasi politik menuntut adanya strategi literasi digital yang
lebih efektif dan berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya kolaborasi antara
pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta platform media sosial dalam
merancang program edukasi yang mampu meningkatkan kemampuan pemilih dalam
menilai kredibilitas informasi. Kurikulum pendidikan harus memasukkan materi
tentang literasi digital dan politik, sementara kampanye publik dan pelatihan berbasis
komunitas perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya
hoaks dan disinformasi dalam politik.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap pola konsumsi
informasi generasi digital native, diharapkan mereka dapat menjadi pemilih yang lebih
cerdas, kritis, dan tangguh dalam menghadapi disinformasi politik. Literasi politik yang
kuat tidak hanya akan membantu mereka dalam membuat keputusan politik yang lebih
rasional, tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya ruang diskusi demokratis yang
lebih sehat dan berbasis fakta. Tanpa peningkatan literasi politik yang memadai, risiko
manipulasi informasi dalam pemilu akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat

mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.
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